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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas
Kasih Karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Bulan Mei Badan

Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

Melalui Laporan Kinerja Bulanan Badan Keuangan Daerah ini diharapkan
dapat mencerminkan kinerja Badan Keuangan Daerah selama Bulan Mei Tahun
2025, sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang berminat

untuk melihat dan mengukur pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah.

Kami menyadari benar akan segala keterbatasan kemampuan dalam
melaksanakan program pemerintah dimaksud. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun akan kami terima dengan terbuka.

Kupang, Juni 2025
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERA
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rs. BENHARD MENOH MT
PEMBINA TINGKAT I IV/B)
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1.1

1.2

BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Keuangan Daerah
Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun
kebijakan Pemerintah daerah di bidang keuangan.Dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT pada Bulan
Mei Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan berbagai program kegiatan
dan berbagai program kegiatan tersebut dilaksanakan dengan maksud agar
seluruh rencana program dan kegiatan dapat terealisasi, terarah dan tepat
sasaran.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan
pada Bulan Mei 2025 maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Keuangan
Daerah Bulan Mei Tahun Anggaran 2025 yang diharapkan dapat menjadi
informasi tentang kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sekaligus
menjadi bahan masukan bagi peningkatan Akuntabilitas kinerja pada masa
yang akan datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Badan Keuangan
Daerah dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka
berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang

keuangan daerah.

Dasar Hukum
Dasar hukum pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Badan
Keuangan Daerah Provinsi NTT sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6810)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan
Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menter:i Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator
Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi
Umum yang Ditentukan Penggunaannya;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
Nomor 006).



1.3

1.4

1.  Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2024).

Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Bulan Mei Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan
Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran
dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi
yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Kinerja Bulan Mei Tahun Anggaran 2025 Badan
Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk menilai serta mengevaluasi
pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi
NTT dengan dasar evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan
beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam
menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang guna peningkatan

kinerja.

Organisasi dan Personalia
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, struktur Badan Keuangan
Daerah Provinsi NTT terdiri dari :
a. Sekretariat, terdiri atas :
1) Sub Keuangan
2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
b. Bidang Anggaran, terdiri atas :
1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan
Pembangunan.
c. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
1) Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi
Umum.
2) Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
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. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :

1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan
Pembiayaan.
2) Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran
Pembiayaan.
Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota, terdiri atas :
1) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
2) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.

Kelompok Jabatan Fungsional tertentu.
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1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Kinerja Bulan Mei1 Tahun Anggaran 2025 ini secara
umum menginformasikan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi
NTT Bulan Mei Tahun Anggaran 2025. Membandingkan antara capaian
kinerja dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil
analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi
perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir dimaksud, sistematika penyajian Laporan Kinerja

Bulan Mei Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Organisasi dan Personalia

1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah

2.2 Target Kinerja

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian
3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI

4.1 Permasalahan

4.2 Solusi

BAB V PENUTUP



BABII
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan
yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan
Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.
Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di bidang keuangan daerah.
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2.2 Target Kinerja
Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah
Provinsi NTT adalah untuk mewujudkan manajemen target kinerja jangka
menengah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil.
Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :
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2.3 Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2025

Berdasarkan DPA Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025,

penganggaran Badan Keuangan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025
KEUANGAN 686.415.955.776
0 |2 Badan Keuangan Daerah 686.415.955.776
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI #:548.641. 502
0 . Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 401.244.096
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
0 (1 |0 65.246.000
Daerah
0 ; 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD 91.310.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
O |1 10 - ‘ o 76.903.727
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0 |1 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.433.569
0 . 0 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik
Sektoral Daerah 41.350.000
o |1 . Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik
Sektoral Daerah 50.000.000
0 |2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.675.996.182
0 |2 0 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.184.296.582
o |2 0 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN 2.023.606.600
o |2 0 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 160.000.000
0 |2 0 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 75.330.000
o |2 o Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD 50:428.000
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Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan

2 6
Pemeriksaan 60.519.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
2 7 : 75.509.000
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis
2 8 o 46.312.000
Realisasi Anggaran
) Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah 20.000.000
5 ) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD 10:000:00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang
3 5 . 10.000.000
Milik Daerah pada SKPD
5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 232.158.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
5 3 K . 141.079.000
epegawaian
- - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
0 o . 91.079.000
Pegawai
. 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi
5 " Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
6 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.455.980.242
6 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 97.709.000
6 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 96.189.000
6 5 Penyediaan Barang Cetakan
PYSE [
dan Penggandaan 355.243.520
p p Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 52.500.000
6 7 Penyediaan Bahan/Material 200.000.000
6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 424.792.9286
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
6 9 337.640.000

Konsultasi SKPD
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Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

1 1 0 11
Berbasis Elektronik pada SKPD 81.906.436
. ) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah BA0.679.000
1 |1 0 |5 Pengadaan Mebel 38.824.000
11 0 |6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 501.855.000
. . Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah ROT1EE65:664
11 0 |1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 34.565.400
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
11 0 |2 . 750.000.000
dan Listrik
1|1 0 |4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.886.898.484
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
L]l . 351.320.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1 |1 0 |1 Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 236.820.000
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1 |1 0 |6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 114.500.000
1 1 0 |7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
o |2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH 666.067.114.372
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran
2 |2 8.730.834.177
Daerah
2 |2 0 1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 301.751.000
9 |3 o |2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS 344.547.000
2 |2 o |5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-
SKPD 147.314.000
9 |9 o le Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
Perubahan DPA-SKPD 367.722.800
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah
2 |2 0 |7 tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah 2.634.548.112

tentang Penjabaran APBD
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Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

2.903.975.413

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta

Kebijakan Bidang Anggaran

2.030.975.852

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota

1.947.777.005

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD Kabupaten/Kota

406.438.000

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

407.968.000

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

452.694.000

Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

579.470.500

Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah

-1

Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD
Kabupaten/Kota

41.398.000

Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan
Penyusunan dan Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBDKabupaten/Kota
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan
Penyusunan dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
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Penjabaran Perubahan APBD
Kabupaten/Kota

10

Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan
Penyusunan dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

11

Pembinaan Implementasi Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan
Daerah Kabupaten/Kota

12

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah daerah Konsilidasian Provinsi dan
Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan

Pemerintah Deareh

59.808.505

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan

Daerah

1.766.443.797

0

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

344.944.296

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan

Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

234.557.600

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan

Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

364.648.400

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

477.582.200

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang
Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas,
Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan
Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi
Kas

344.711.300
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10

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan dengan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Sub Kegiatan

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Daerah

2.494.907.652

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban,
Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,

Pendapatan-L.O, dan Beban

330.735.212

Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

423.726.990

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD

dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

733.939.150

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Provinsi

1.006.506.300

9

Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis

Operasional Penyelenggaraan Akuntansi

Pemerintah Daerah

11

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

651.127.151.742

5

Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman

Pemerintah Daerah

47.206.923.484

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan

Keuangan

39.242.079.847
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Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

10.634.011.146

10

Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi

554.044.137.265

16




BABIII
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian
A. Pelayanan Administrasi dan Umum
1. Surat Masuk

Tabel 3.1
Rekapitulasi Surat Masuk Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
Per 31 Mei 2025
Unit Jumlah Surat Masuk
Sekretariat 42
Bidang Anggaran 75
Bidang Akuntansi dan Pelaporan 40
Bidang Pembinaan Keuangan 5
Kab/Kota
Bidang Perbendaharaan 65
Jumlah 227
Sumber : Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
2. Surat Keluar
Tabel 3.2
Rekapitulasi Surat Keluar Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
31 Mei 2025
Unit Jumlah Surat Keluar
Sekretariat 84
Bidang Anggaran 6
Bidang Akuntansi dan Pelaporan 20
Bidang Pembinaan Keuangan 15
Kab/Kota
Bidang Perbendaharaan 45
Jumlah 170

Sumber - Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
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B. Kepegawaian
Keadaan pegawai pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur berjumlah 63 orang, dengan perincian sebagai berikut

(sampai dengan 31 Mei 2025 ).

1. Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

Tabel 3.3
Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional
Kondisi 31 Mei 2025
TINGKATAN
NO JABATAN JUMLAH (eselon/ Ket
jenjang)
1. | Kepala Badan 0 orang II-a Tidak Ada
2. | Sekretaris 0 orang III-a Tidak Ada
3. | Kepala Bidang 3 orang III-a Ada
4. | Kepala Sub
I -
Bagian/Sub Bidang 9 orang Vea Ada
5. | Fungsional Tertentu 8 orang Ada
6 Pelaksana 42 orang
Total 63 orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

9. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Tabel 3.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan
Kondisi 31 Mei 2025
JENIS GOLONGAN
NO UNIT KERJA KELAMIN
L P I II 111 v

1. Sekretariat 6 6 - 1 10 1
2. | Bidang Anggaran 7 4 - - 8 3
3. Bidang Perbendaharaan 3 10 - - 13 0
1 : .

Bidang Akuntansi dan 3 10 ) ) 1 3

Pelaporan
5. | Bidang Pembinaan Keuangan )

Kabupaten/Kota 8 6 ! 10 2
Jumlah 27 36 2 52 9
Total 63 63

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
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3. Berdasarkan Agama

Tabel 3.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama
Kondisi 31 Mei 2025
AGAMA
NO UNIT EERJA KP | KK | Islam | Hindu | Budha
1. Sekretariat 6 5 1 - -
2. Bidang Anggaran 5 6
3. Bidang Perbendaharaan 6 6 1
4, Bidang Akuntansi dan Pelaporan 6 7 1
5. Bidang Pembinaan Keuangan 10 1 1 1
Kabupaten/Kota
Jumlah 33 | 25 4 1
Total 63
Sumber - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
4. Berdasarkan Pendidikan
Tabel 3.6
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Umum
Kondisi 31 Mei 2025
TINGKAT PENDIDIKAN
NO UNIT KERJA SD | SLTP | SLTA ]I)I/I DIV | S1 | S2
III
1. Sekretariat 2 1 7 2
2. Bidang Anggaran 1 7 3
3. Bidang Perbendaharaan 3 9 1
4. Bidang Akuntansi dan
' 1 7 6
Pelaporan
5. Bidang Pembinaan Keuangan 3 1 5 4
Kabupaten/Kota
Jumlah 5 5 2 35 | 16
Total 63

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
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5. Tenaga Kontrak

Tabel 3.7.
Komposisi Tenaga Kontrak Daerah
Kondisi 31 Mei 2025
NO TENAGA KONTRAK JUMLAH
1. LAKI-LAKI 38
2 PEREMPUAN 30
Total 68 orang

Sumber - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. N' T

3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan
A. Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah
1. Realisasi Pendapatan
Pada Tahun Anggaran 2025, Target Pendapatan Badan Keuangan
Daerah Provinsi NTT sebesar Rp. 3.231.595.017.857,-. Berikut adalah
realisasi Pendapatan Daerah kondisi 31 Mei 2025:

Tabel. 3.8
Realisasi Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah
Kondisi 31 Mei 2025
KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI %
4. PENDAPATAN DAERAH 3.231.595.017.857 | 1.177.644.115.445 | 36,44
4.1. PENDAPATAN ASLI DABRAL 119.519.178.857 71.995.353.101 60,24
(PAD) O e ’
4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan 62.519.178.857 38.737.314.988 61,96
Daerah yang Dipisahkan e e ’
Bagian Laba yang Dibagikan
4.1.03.01. kepada Pemerintah Daerah 62.519.178.857 38.737.314.988 | 61,96
(Dividen) atas Penyertaan Modal
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KODE

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

pada BUMN

Bagian Laba yang Dibagikan
kepada Pemerintah Daerah

4.1.03.01.01.0001. (Deviden) atas Penyertaan Modal 62.250.000.000 38.737.314.988 | 61,96
pada BUMD (Lembaga Keuangan)
Bagian Laba yang Dibagikan
kepada Pemerintah Daerah
4.1.03.02.02.0001 269.178.857
(Deviden) atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Swasta
4.1.04. Lain-lain PAD yang Sah 57.000.000.000 33.258.038.113 | 58,35
4.1.04.05. Jasa Giro 5.000.000.000 3.174.257.651 | 63,49
4.1.04.05.01. Jasa Giro pada Kas Daerah 5.000.000.000 3.174.257.651 63,49
4.1.04.05.01.0001. | Jasa Giro pada Kas Daerah 5.000.000.000 3.174.257.651 63,49
4.1.04.07. Pendapatan Bunga 1.000.000.000 882.431.533 | 88,24
Pendapatan Bunga atas
4.1.04.07.01. Penempatan Uang Pemerintah 1.000.000.000 882.431.533 88,24
Daerah
Pendapatan Bunga atas
4.1.04.07.01.0001. | Penempatan Uang Pemerintah 1.000.000.000 882.431.533 88,24
Daerah
Penerimaan atas Tuntutan Ganti
4.1.04.08. : 30.000.000.000 669.276.565 2,23
Kerugian Keuangan Daerah
4.1.04.08.01. funtatan Gand Kerugian Dacrah 30.000.000.000 669.276.565 2,23
terhadap Bendahara R T ’
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4.1.04.08.01.0001. 30.000.000.000 669.276.565 2,23
terhadap Bendahara
Pendapatan Denda atas
4.1.04.11. Keterlambatan Pelaksanaan 10.000.000.000 100.516.595 1,01
Pekerjaan
4.1.04.11.01. Pendapatan Denda atas 10.000.000.000 100.516.595 1,01
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KODE

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan

4.1.04.11.01.0001.

Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan

10.000.000.000

100.516.595

1,01

4.1.04.15.

Pendapatan dari Pengembalian

11.000.000.000

28.431.555.768

258,47

4.1.04.15.01.

Pendapatan dari Pengembalian
kelebihan pembayaran gaji pokok
ASN

1.000.000.000

4.1.04.15.01.0001.

Pendapatan dari Pengembalian
kelebihan pembayaran gaji pokok
ASN

1.000.000.000

4.1.04.15.03.

Pendapatan dari Pengembalian
kelebihan belanja tunjangan
pph/tunjangan khusus /tunjangan
PPPK

4.1.04.15.03.0001.

Pendapatan dari Pengembalian
kelebihan belanja tunjangan
pph/tunjangan khusus /tunjangan
PPPK

4.1.04.15.04.

Pendapatan dari Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Perjalanan

Dinas

10.000.000.000

28.431.555.768

284,32

4.1.04.15.04.0001.

Pendapatan dari Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Perjalanan
Dinas Dalam Negeri- Perjalanan

Dinas Biasa

10.000.000.000

28.431.555.768

284,32

4.2.

PENDAPATAN TRANSFER

3.112.075.839.000

1.105.542.687.344

35,562

4.2.01.

Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat

3.112.075.839.000

1.105.542.687.344

35,52

4.2.01.01.

Dana Perimbangan

3.112.075.839.000

1.105.542.687.344

35,52
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KODE

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

4.2.1.01.06

Insentif Fiskal

6.700.771.000

4.2.1.01.06.02.01

Insentif Fiskal untuk Penghargaan

Kinerja Tahun sebelumnya

6.700.771.000

4.2.01.07.01.

DBH Pajak Bumi dan Bangunan

61.652.427.000

14.142.698.700

4.2.01.01.01.0001.

DBH Pajak Bumi dan Bangunan

4.059.812.000 1.173.153.000 28,90
4.2.01.01.01.0003. | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal
29/WPOPDN 48.258.335.000 12.064.583.750 25,00
4.2.01.01.01.0004. | DBH Cukai Hasil Tembakau
(CHT) 7.760.954.000 517.396.750 6,67
4.2.01.01.01.0007. | DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Pengusahaan Panas Bumi 1.046.825.000 418.730.000 40,00
4.2.01.01.01.0008. | DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Mineral dan Batubara-Landrent 397.747.000 159.098.800 40,00
4.2.01.07.02.0007. | DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Kehutanan- Provisi Sumber Daya 90.312.000 36.124.800 | 40,00
Hutan (PSDH)
4.2.01.07.02.0008. | Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Reboisasi (DR) 38.442.000 3.844.200 10,00
4.2.01.01.02. Dana Transfer Umum-Dana
Alokasi Umum (DAU) 2.029.253.589.000 758.609.363.035 37,38
4.2.01.01.02.0001. | DAU tidak ditentukan
penggunaannya 1.542.866.521.000 667.991.352.035 43,30
4.2.01.01.02.0004 | DAU tambahan dukungan
Pendanaan atas Penggajian PPPK 184.327.030.000 0,00
4.2.01.01.02.0005 | DAU yg ditentukan penggunaanya
bidang Pendidikan 260.918.641.000 78.275.592.000 30,00
4.2.01.01.02.0006 | DAU yg ditentukan penggunaanya
41.141.397.000 12.342.419.000 30,00

bidang Kesehatan

4.2.01.01.02.0007

DAU yg ditentukan penggunaanya

bidang Pekerjaan Umum

4.2.01.01.03.

Dana Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik

51.732.870.000
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KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI %
4.2.01.01.03.0004. | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-
Reguler-SMA 33.415.284.000 0,00
4.2.01.01.03.0005. | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-
Reguler-SLB 321.800.000 0,00
4.2.01.01.03.0060 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan
KB -Reguler Penguatan Kesehatan 17.995.786.000 0,00
4.2.01.01.04. Dana Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 962.736.182.000 332.560.393.009 | 358,61
4.2.01.01.04.0001. | DAK Non Fisik-BOS Reguler 495.437.539.000 247.709.706.500 50,00
4.2.01.01.04.0003. | DAK Non Fisik-BOS Kinerja 10.931.750.000 0,00
4.2.01.01.04.0004. | DAK Non Fisik-TPG PNSD 419.218.077.000 77.291.710.605 18,44
DAK Non Fisik-Tamsil Guru
4.2.01.01.04.0005. 8.472.748.000 0.00
PNSD s
4.2.01.01.04.0006. | DAK Non Fisik-TKG PNSD 16.318.485.000 3.528.855.825 21,62
DAK Non Fisik-BOP Museum dan
4.2.01.01.04.0009. 1.881.156.000 904.522.400 48 08
Taman Budaya-Museum T ’
DAK Non Fisik-BOP Museum dan
4.2.01.01.04.0010. 2.000.000.000 931.572.427 46.58
Taman Budaya-Taman Budaya T ’
4.2.01.09.02.0022. | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan
Perlindungan Perempuan dan 450.742.000 0,00
Anak
4.2.01.09.02.0032. | Bant ional Kesehat
antuan Operasion esehatan 6.883.685.000 1.644.025.252 23 88
4.2.01.09.02.0039. | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 200.000.000 100.000.000 50,00
4.2.01.09.02.0041. | DAK Non Fisik-Dana Bantuan
Pengembangan Program 750.000.000 375.000.000 50,00
Perpustakaan Daerah
4.2.01.09.02.0042. | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan
42.000.000 0.00
Pangan dan Pertanian ’
4.2.01.09.02.0043. | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan ‘
150.000.000 75.000.000 50,00

Pangan dan Pertanian
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KODE

URAIAN ANGGARAN REALISASI

%

4.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH 106.075.000

4.3.01.

Pendapatan Hibah 106.075.000

4.3.01.01.

Pendapatan Hibah dari

Pemerintah Pusat 106.075.000

4.3.01.01.01.

Pendapatan Hibah dari

Pemerintah Pusat 106.075.000

4.3.01.01.01.0001. | Pendapatan Hibah dari

Pemerintah Pusat

4.3.01.04.01.0001. | Pendapatan Hibah dari Badan /

Lembaga / Organisasi Swasta

Dalam Negeri

4.3.01.03.01.0001. | Pendapatan Hibah dari Kelompok

Masyarakat / Perorangan 106.075.000,00

JUMLAH 3.231.595.017.857 | 1 177.644.115.445

36,44

Sumber Bidang Perbendaharaan (BUD)

2. Realisasi Anggaran Belanja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025, Belanja Badan Keuangan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2025
sebesar Rp. 686.415.955.776,- Pagu dan Realisasi Anggaran tercantum
pada tabel dibawah ini:
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Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Keuangan Daerah

Kondisi 31 Mei 2025

Urusan/ Bidang Urusan

NO Pemerintahan Daerah dan Pagu Realisasi %
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
KEUANGAN 686.415.955.776 3.854.260.563 | 0,66%

0| 2 Badan Keuangan Daerah 686.415.955.776 3.854.260.563 | 0,56%
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN 20.348.841.404 1.812.112.365 | 8,91%
DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, dan

ol 1 401.244.096 95.565.816 | 23,82%
Evaluasi Kinerja Perangkat Dacrah
Penyusunan Dokumen Perencanaan )

0101 65.246.000 36.023.516 | 55,21%
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan

01|02 91.310.800 14.337.100 | 15,70%
Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan

0l1]0|6 Laporan Capaian Kinerja dan 76.903.727 27.856.000 | 36,22%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

01107 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.433.569 17.349.200 | 22,70%
Pelaksanaan pengumpulan data

0108 41.350.000 0,00%
statistik sektoral daerah
Penyelenggaraan Walidata

0| 1| 0| 10 | Pendukung Statistik Sektoral 50.000.000 0,00%
Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat

0| 2 13.675.996.182 432.369.025 | 3,16%
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan

0j2|0]1 11.184.296.582 0,00%
ASN
Penyediaan Administrasi

02|02 2.023.606.600 262.214.500 | 12,96%
Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan

0l 2| 0| 3 | Pengujian/Verifikasi Keuangan 150.000.000 61.596.625 | 41,06%
SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan

02|04 75.330.000 9.449.000 | 12,564%
Akuntansi SKPD
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NO

Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Pagu

Realisasi

%

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

55.423.000

42.980.700

77,66%

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan

Tanggapan Pemeriksaan

65.519.000

39.238.200

59,89%

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/Semesteran SKPD

75.509.000

16.890.000

22,37%

Penyusunan Pelaporan dan Analisis

Prognosis Realisasi Anggaran

46.312.000

0,00%

Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

20.000.000

4.264.000

21,32%

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD

10.000.000

0,00%

Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD

10.000.000

4.264.000

42,64%

Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah

232.158.000

61.816.203

26,63%

Pendataan dan Pengolahan

Administrasi Kepegawaian

141.079.000

48.913.823

34,67%

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian

Kinerja Pegawai

91.079.000

12.902.380

14,17%

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

11

Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat

Daerah

1.455.980.242

558.976.805

38,39%

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

27.709.000

300.000

1,08%

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

26.189.000

785.956

3.00%

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

355.243.520

146.797.376

41,32%
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Urusan/ Bidang Urusan

NO Pemerintahan Daerah dan Pagu Realisasi %
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
0|6 6 52.500.000 18.260.000 | 34,78%
Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan/Material 200.000.000 99.340.150 | 49,67%
8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 424.792.286 216.931.523 | 51,07%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
0] 6 9 337.640.000 76.561.800 | 22,68%
dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem
0] 6 11 | Pemerintahan Berbasis Elektronik 31.906.436 0,00%
pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
0| 7 Penunjang Urusan Pemerintah 540.679.000 214.619.315 | 39,69%
Daerah
o7 5 | Pengadaan Mebel 38.824.000 4.056.200 | 10,45%
Pengadaan Peralatan dan Mesin
0} 7 6 501.855.000 210.563.115 | 41,96%
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
0| 8 3.671.463.884 350.367.500 | 9,564%
Pemerintahan Daerah
0] 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 34.565.400 5.027.500 | 14,54%
Penyediaan Jasa Komunikasi,
08 2 7650.000.000 250.000.000 | 33,33%
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
0| 8 4 2.886.898.484 95.340.000 | 3,30%
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
0|9 Penunjang Urusan Pemerintahan 351.320.000 94.133.701 | 26,79%
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
09 1 236.820.000 82.689.401 | 34,92%
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
0] 9 6 114.500.000 11.444.300 | 10,00%
Lainnya
0|9 7 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN
666.067.114.372 2.042.148.198 | 0,31%
KEUANGAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan
01 8.730.834.177 961.665.711 | 11,01%
Rencana Anggaran Daerah

28




NO

Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Pagu

Realisasi

%

Koordinasi dan Penyusunan KUA
dan PPAS

301.751.000

0,00%

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS

344.547.000

0,00%

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi DPA- SKPD

147.314.000

106.590.682

72,36%

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

367.722.800

0,00%

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD

2.634.548.112

0,00%

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Dacrah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD

2.903.975.413

724.401.029

24,95%

Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran

2.030.975.852

130.574.000

6,43%

Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten/Kota

1.947.777.006

151.093.750

7,76%

[

Kvaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pajak dan Retribusi
Kabupaten/Kota

Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

406.438.000

0,00%

Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD

407.968.000

0,00%
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NO

Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Pagu

Realisasi

%

Kabupaten/Kota

Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota

452.694.000

0.00%

(@24

Asistensi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota

579.470.500

91.290.000

15,75%

sosialisasi Regulasi Bidang

Keuangan Daerah

Asistensi Pengelolaan Keuangan
BLUD Kabupaten/Kota

41.398.000

32.728.750

79,06%

Konsultasi dan Koordinasi
Pembinaan Penyusunan dan
Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

[

Konsultasi dan Koordinasi
Pembinaan Penyusunan dan
Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Kabupaten/Kota
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NO

Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Pagu

Realisasi

%

10

Konsultasi dan Koordinasi
Pembinaan Penyusunan dan
Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota

11

Pembinaan Implementasi Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah
Bidang Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota

12

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah
daerah Konsilidasian Provinsi dan
Kabupaten/Kota dan Statistik

Keuangan Pemerintah Deareh

59.808.505

27.075.000

45,27%

Koordinasi dan Pengelolaan

Perbendaharaan Daerah

1.766.443.796

368.636.2566

20,87%

Koordinasi dan Pengelolaan Kas

Daerah

344.944.296

144.606.380

41,92%

Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD

234.557.600

48.991.000

20,89%

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring,
dan Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer

Lainnya

364.648.400

0,00%

=1

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan Pelaksanaan

Pemungutan/Pemotongan dan

477.5682.200

c

175.038.875

36,66%
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NO

Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Pagu

Realisasi

%

Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

0

Koordinasi Pelaksanaan Piutang
dan Utang Daerah yang Timbul
Akibat Pengelolaan Kas,
Pelaksanaan Analisis Pembiayaan
dan Penempatan Uang Daerah

sebagai Optimalisasi Kas

344.711.300

0,00%

10

Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan

Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Daerah

2.494.907.652

560.852.482

22,48%
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